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Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang

d.

bahwa dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan

upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan oleh Bank
Indonesia sebagai lender of the la,st re,sort (al-muqridh al-akhir)
sebagairnana diamanahkan oleh undang-undang;

bahwa dalam rangka rremitigasi risiko atas kesulitan likuiditas Bank

Syariah diperlukan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek

berdasarkan prinsip syariah;

bahwa dhawabith (ketentuan) dan hudud (batasan) terkait

Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah

belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;

bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c,

DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pernbiayaan

Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah untuk
dijadikan pedoman;

Firrnan Allah SWT:

a. Q.S. al-Ma'idah (5): l:

"Hai orang yang berimanl Penuhilah akad-akad itu... "

b. Q.S. al-lsra' (17):34:

. \*% ',:t{'-tiAt 
"l l*:9ty|r',

Dan penuhilah janji, karena janji itu pa.sti diminta
pe rt 0n ggun gj aw ab an nya " .

Mengingat : l.
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109 Pentbiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah

c. Q.S.

;iq

an-Nisa' (4):2e:

'\y&qUsc" 
E';i\kU ! (r1

oi
,J1

.JfJ 6 t'.ill wl U

v*.,t l( SKar ;t ;-<ii ,."rit l; .-{3 -yr; l-c
"Hai orang yang berintan! Janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di

antara kctmu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh,

Allah Maha Penyayang kepadantu."

d. Q.S. al-Baqarah (2): 278:

,o oo ^lol,-t,.wy rr J) \i)\ ,-t ';i; v \ili a\ tr'tt tist Jlt di u

"Hai orang yang berintan! Bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang

beriman. "

e. Q.S.al-Nisa' (4): 58:

3i ,rl, S{ &<r 1iy r*161

"sesungguhnya Allah ntenyuruh kantu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan

hukum di antara manu,sia, hendaklah dengan adil... ".

f. Q.S. al-Hasyr(59): 18:

a\
-r! ill ar r,;;r g\ 5.lr Wi u

:.'1, o'- 1'- so.i,ll;-ii v, ",+ a,

"Hai orang yang berintan! Bertaloualah kepada Allah dan

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk

hari esok (masa depan). Dan bertah.ualah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan. "

g. Q.S. Luqman (31): 34:

4 x vi i.t--j)r J-v '&t L*)\ j:it *a\ '& i* a, 
":

pi a, :ty 3;i -.)\ (ju. Ui A,u vi \i +--< \tv 3-n

"f
"sesungguhnya Allah, hanya di sisi-Nya sajalah ilmu tentang

hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui

J) .:u;Yt !3;ii il ,l';iq at

ti - i, I t-?\g\i P. ci$ u J.ir 'Pt
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109 Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah

apa yang ada dalam rahint. Dan tidak ada seorangpun yang

dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikeriakannya

besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi

mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan

Maha Mengenal."

2. Hadis Nabi saw.:

a. Hadis riwayat Abu Dawud dan a[-Tirmidzi:

dt* i
"Tunaikanlah amanat itu kepada

kepadamu dan jangan kamu

mengkhianatimu. "

b. Hadis riwayat al-Tinnidzi:

*\\ J'*t "ii',& jLij n' :=A,l-,At :* i * *
?? \3J4.fr ;+..r\;i.i. rv. 4%t , iv';-i *

i 
" ' 

' ,1 o'" ,7, " t orr" i'^ :,., r. r ir' t't.< ,t, i"y\ l\,ly; i? *y- >; cg?)r *3"#i\i .v\?,Jri

"Dari 'Amr bin 'At( al-Muzani, bahu,a Rasulullah?;
bersabda: Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah

untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali

sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

harant; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram. "

c. Hadis riwayat Ibnu Majah:

Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda, "Ada tiga hal

yang mengandung berkah: iual beli secara tidak tunai,

muqaradhah, dan mencampur gandunt halus dengan gandum

ka,sar (jewawl| unluk keperluan rumah tangga, bukan untttk

dijual. "

d. Hadis riwayat Thabrani:

el ,

'>, )q

orang yan.g memberi amanat

mengkhianati orang yang

it *v
$$'

,iu l-t lti ia 
^t 

t, 'aJ\ :)i

.,A) W\ ?t t;eS ^+idg ;;i.^LU Y

"_r* )

tul) tu, /)

2.,,.- t i, -i, -. .
$,\--zj ,lL;Jl r-9-)

\j vi v,
-: i,

Y)
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,3* a)t -.1 ,
cA--D t

7- t,
;-rr q

"Abbas bin Abdal Muthallib iika menyerahkan harta sebagai

mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak

ntembeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia
(rnudharibT harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan

yang ditetapkan Abba.s ittt didengar Rasulullah, beliau

membenarkannya.

e. Hadis riwayat Muslirn:

i; ,y rr.; {'e L' ,6fur ff b ^1F #
.:i
ldJl ;r!u #\ i* _-1 :irr;

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di
dunia, Allah akan melepa,skan kesulitannya di hari kiamat; dan

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)

me n o I. o ng s audar any a."

f. Hadis riwayat al-Syaf i, al-Daraquthni, dan lbn Majah:

*? *t'4I'^) ,&) +lt a->v-o b F)\ 3I:j i
"Tidak terlepas kepemilikan agunan dari pemilik yang

mengagunkannya. Ia memperoleh manfaal dan menanggung

ri,sikonyct. "

3. Kaidah fikih :

,4; & ",p'' iX ii i1 kr:lr .;y.r*ir qk\t
"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

aA--jJL. L* y-,tt.rE e6)1 Jt#
"Tindakan Imant [pentegang otoritasJ terhadap ralqtat harus

me n gikuli nt as hl ahat. "

;i"),p\ il,
"Keperluan rlapat menducluki posfsi darurat. "

9uC)r )ra, e-r" iA\
'segala madharat Oahaya, kerugian) haru.s dihindarkan sedapat

mungkin".

b\ J:? *t Jy.; L; Cu
2. 'a-\-) !)l)

^1 .
4J I 'e 4-1,

'[r-e J\,e

,,' . i,.i\*lr

.+\ )F,:,

, ^, ^, a a -I -: :;'-- t.l t

, l'-i -\9 4>.\-+l
v)
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jr;:A
"segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan."

.d@t * * i-x;t x.r;Ar ;3'>

"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari

m e ngant b il kemas lahatan. "

u.t *"r* y ,fF tF
"setiap fiang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang

berpiutang, muqridh) adalah riba.

i ,., o ,ef Lf

"Siapa saja yang membebankan sesuatu kepada dirinya secara

sukarela tanpa paksaan, maka ,sesuatu itu menjadi kewajibannya."

.a) v'r'* r'l\ ,-r/ /J \)

"Siapa yang berkomitmen melaksanakan suatu kebaikan, makct ia

wajib menunaikannya."

Memperhatikan : 1. Pendapat Imam Ahmad:

b"tr\ tp""y ,'iu; 1n v ivb ,p * 1*';i ,;i y
ei;3r e I, ii tu; W'* ;; S;;yA\ :j\-b \\:y2'

o,ti

Jb ilA:^Ai :1, i * b\ oV, 1,9. ,*ir, y*3i 9p,
o I olj,

"Dari Ahmad, ia (Ahmad) ditanya tentang syarat ,r"rj"r,;f;i;
yang tidak wajib menjaminnya, apakah syarat tersebut

menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib dijamin? Ahmad

menjawab, 'Umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka

buat.' Jawaban ini menunjukkan bahwa tidak wajib menjamin karena

ada syarat yang tidak mewajibkannya, dan wajib menjarnin karena

ada syarat yang mewajibkannya; karena Rasulullah Saw bersabda:

'umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat."' (lbn

Qudamah, al-Mughni [8/1 l5]).

2. Pendapat Abu Yusuf:

i,. t.3., . ,', tf i
JG :;5" +;\-d)\ il

* bA;1 Jrlr )L Wi ii urr,* )w J_ali\zA\
I
I
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109 Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah 6

"Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa

pengelola (mudharib) bertanggung jawab terhadap modal

rnudharabah apabila mudharabah tersebut./asid (rusak), meskipun ia

tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas atau melakukan

kelalaian atas modal." (Ahmad Hafizh Musa Musa, al-Dhaman fi
'Uqud al-Amanat Ji al-Fiqh al-lslanti wa Tathbiqathuhu al-
Mu'a.shirah [Yordania: Universitas Yordania. 2005; h. 145; Ibn

Abidin, Hasyiyah lbn Abidin (8/316), dan al-Kasani, Bada'i al-

Shana'i (6/1 08).

3. Pendapat lmam al-Syaukani tentang mudharib dan pemegang

amanah yang lain:

- t'cr;ju-r f iU! ,SiL g;b rit; ,\),t li yV \y ::;*a:" ti
.2t'rs\ S.g;i ,W eir*jr r qrrrttS;9r;\ Ur

"Mereka (mudharib dan pemegang amanah yang lain) tidak boleh

dintinta bertanggung.jawab untuk menanggung risiko kecuali (risiko

itu terjadi) akibat pelanggaran atau kelalaian; (namun) jika nereka

menangg:ung risiko (atas kemauan sendiri), mereka wajib

nxenanggung risiko, hal itu karena mereka dengan suka rela telah

memilih pilihan (menanggung risiko) tersebfi. Dan kerelaan (untuk

menanggung risiko) menjadi .sebab menghalalkan harta hantba."
(A.s-Sail al-,larrar al-Mutadffiq 'ala Hada'iq al-Azhar, Beirut: Dar

al-Kutub al-llmiah, 1405 H, 31217)

4. Ibnu Taimiyah rnenjelaskan:

)Y tW\ '& '# (a3jvA\ c- +i> lrir "rr; ,P ,* bW\ \5\3

.1;6u;ir, *;,;t, A.vtrq gi1 *3\5 ;At
"Adapun ntensyaratkan kembalinya modal (dalam akad

mudharabah), maka hal itu sama dengan mensyaratkan kembalinya

pohon dan tanah (kepada pemiliknya dalam akad muzara'ah dan

mu,saqah) " (lbnu Taimiyah, Majmu' Fatawa lbn Taimiyah,301105).

5. Pendapat Nazih Hammad:

.sl
,rA;';\t 

'2), _c? r: :J.

'r\ b"AL 4;(/J\,lu ',\',
v. / -,J :. .--t Y L) )

je i+ ,* ?v') fy-y, '{.:;r,.r

,W fu,*, Jyt ba;" ,.1'rlr ac\

(
a

)\

-t, .i -L(tat')

, :\,\l
L>

, ,i. o. ti
,4b -L/.J

r'. , lt
t-J rL"-4-qJl)/

0 rL^-.}lC

, -'tt
t---.at!l
)

-P xb:jr ;,(>r;1\t ,, j$ ):;:li\ ,trnu,,il5 ,asr-zJ,Jt
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..e Wic.i ,.,;'b;j\ i+\; i ,;--- ;:A \'rq\i ,irgrj, iriJ, E. - ) -U-/- t Y-, '.t 9

v 
^?",r)\ i;S, +- jl ';i \1 i t> ,t a:u d't:At ;,. .riglr

i+Q"aAG ,+*"i ,c*; j"tat lil ,brt,*\\:ls lr b e"
"r" ,W \\ v".,r ,r"W J G"*ii'e ,t412 -;;:sr ?"P\ *\9 :f) ,, . ) ./ 9. // Y. J J r v- Y Y

+i+r-l' A J31: "; f) i" *: .a;->\i ;xA *k l; ,l? A
)t; Xuti

Itib 2i -,,(;-a-it '",*U ir "l-lijt 
'i iZ)uY'/ r) )/ Y'. v'. '/ \ , 

,^)
.il;r

"Sudah jelas bagiku --setelah memaparkan perbedaan pendapat

ulama berikut dalil-dalil yang digunakannya tentang hukum

mensyaratkan pengelola (mudharib) agar menjamin pengembalian

pokok modal mudharabah dalam seluruh kondisi, baik karena rusak,

berkurang, rugi atau karena hal lain, kemudian mengujinya secara

objektifi berdasarkan kejujuran ilmiah, jauh dari sikap fanatik

rnadzhab atau mengikuti hawa nafsu-- bahwa pendapat yang kuat

adalah pendapat yang menyatakan sahnya syarat agar pengelola

(mudharib) menjamin modal; hal itu karena memperhatikan

banyaknya bantahan yang bermutu terhadap dalil-dalil yang

disampaikan oleh ulama yang melarangnya; kuatnya argumen dan

alasan yang disampaikan ulama yang membolehkannya, dan

argumen-argumen tersebut terbebas dari kritikan-kritikan yang dapat

diterima. Atas dasar demikian, bagi kami telah terbukti tidak terdapat

dalil syar'i yang melarang adanya syarat penjaminan modal;

pendapat yang membolehkannya ini tidak melanggar ketentuan

syariah (dalam nudharabah) yang disepakati, juga tidak

menjerumuskan ke dalam perbuatan yang dilarang seperti riba, judi,

atau jual-beli gharar, serla tidak mendatangkan kesulitan yang nyata

(mafsadah rajihah). Tidak diragukan bahwa (pendapat yang

membolehkan syarat menjamin modal) ini merupakan pendapat yang

lebih baik dan lebih utama dari pada pendapat yang bersifat ketat

(tasyaddud) rnelarangnya, kemudian mencari-cari celah untuk

(rnernbolehkan) pengelola agar menjamin modal dengan berbagai

cara hilah... Allah Maha Mengetahui." (Dr. Nazih Hammad, Fi
Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Ma.shrafiyah al-Mu'ashirah'.

Qira' ah Jadidah. Damaskus: Dar al-Qalam. 2007, h. 284-285)

6. Pendapat Syeikh Yusuf al-Syubaili:
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t c o i1'' rs (" 3 ai";;\ --,r*-ri' )"#r 7\j\\ .'pa 4, 3qy-'S g-{- )l y .-;.r-- 7 ---.-- . t. , g.,

irrlr ccl\i qi6t )e U,tt.,Jri, *\i ;':u; s ^9,a",Jlt3
:, -l<'i

e1a i* f y-i6\ *tt;tt ovlAt tleS ,r-U:,1\ i# ^5)t4

sri"r\t D^ y.Ui,iit Y b )'t d, * !t&i .r5.i)l

;sG ,rt jftz 4.tJji\ 9!kI
"Jika lembaga keuangan perlu likuiditas, maka lembaga tersebut

dapat menjual surat berharga seperti sukuk atau saham secara tunai.

Dengan .lual beli ini, maka kepemilikan surat berharga tersebut

berpindah (ke tangan pembeli) secara penuh berikut berbagai akibat

hukumnya, seperti mendapatkan keuntungan, menanggung risiko

kerugian, hak menghadiri RUPS (rapat umurn pemegang saham),

hak suara, hak dalam penambahan modal, pengubahan akta

(anggaran dasar/anggaran rumah tangga) perusahaan penerbit saham,

serta seluruh hak dan perbuatan hukum lain yang melekat pada surat

berharga tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi

jual ini disertai dengan janji dari pembeli untuk menjual kembali

surat berharga tersebut kepada penjual pertama selama periode

teftentu." (Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili', Adawat ldarat al-

Makhathir al-Suyulah wa Bada'il lttifaqiyati I'adati al-Syira'"fi ol-

Mu' as.sasati al -Mal iyah al -Islamiyah, h. I 5)

7 Substansi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:l9iDSN-
MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh; Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

No: 07lDSN-MUlllY 12000 tentang Pernbiayaan Mudharabah

(Qiradh); Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 105/DSN-

MUI/X/201 6 tentang Penjarninan Pengembalian Modal Pembiayaan

Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar; dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUlllYl20l4 tentang Repo

Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.

8. Surat dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank

Indonesia kepada DSN-MUI No. lSll62lDEKS/Srt/B tanggal 08

Desember 2016 Perihal Permohonan Pernyataan Kesesuaian

Syariah; dan No. lgl4lDEKSlSrt/B tanggal 10 Januari 2017 Perihal

Permohonan Fatwa PLJPS;

9. Pembahasan dalam Focus Group Discus,sion antara Bank Indonesia

dengan BPH DSN-MUI pada tanggal 6-7 Desember 2016 di Jakarta;

4-6 Januari 2017 di Bogor; dan 31 Januari 2017 di Jakarta;

10. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Jum'at, tanggal

l7 Februari 2017 di Jakarta;

Dewan Syariah N'asional-Majel is Lilama Indonesia
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Menetapkan

Pertama

MEMUTUSKAN:

FATWA TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA
PENDEK SYARIAH

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dirnaksud dengan:

1. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek, yang selanjutnya disebut

PLJP, adalah pinjarnan jangka pendek dari Bank Indonesia kepada

Bank Umum Konvensional untuk mengatasi kesulitan likuiditas
jangka pendek.

2. PLJP Syariah, yang selanjutnya disebut PLJPS, adalah pernbiayaan

berdasarkan Prirrsip Syariah dari Bank Indonesia kepada Bank

Syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek.

3. Muqaraclhah bi Dhaman Ra's al-Mal (Jr:jl u\; 9u;a "ai'J!t)
adalah akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia

kepada Bank Syariah untuk digunakan dalam kegiatan operasional

usaha dengan berbagi keuntungan sesuai dengan nisbah disertai

agunan, dan Bank Syariah wajib mengernbalikan dana tersebut

sesuai dengan komitmen (iltizam)-nya pada waktu yang ditentukan.

4. Al-Bai' ma'a al-Wa'd bi al-Syira' fr;;\ ,Gl\ t S:Jl) adalah akad

PLJPS dalam bentuk pembiayaan-dari Bank Indonesia kepada Bank

Syariah dengan cara penjualan surat berharga syariah oleh Bank

Syariah kepada Bank Indonesia, yang wajib dikembalikan

berdasarkan pembelian kembali (atas dasar u,a'd sebelurnnya) Surat

Berharga Syariah oleh Bank Syariah pada waktu yang ditentukan.

5. Al-Tas-hilat bi al-Tautsiq ("il.P\ d,5q:3l adalah akad PLJPS

dalarn berrtuk perrbiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah

yang wajib dikembalikan oleh Bank Syariah pada waktu yang telah

ditentukan disertai dengan agunan.

6. Gharamah Maliyah adalah sanksi berupa sejumlah dana yang

ditentukan oleh Bank Indonesia atas pelanggaran akad yang

dilakukan Bank Syariah penerima PLJPS.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pernberian PLJPS oleh Bank Indonesia ke Bank Syariah dibolehkan

dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah wajib

mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Devv un Sy ari ah I'l a,s io n al - Maj e I i,y UI am a I n d o ne,s ict
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Ketiga

Keempat

Kelima

Akad PLJPS

Akad yang dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas PLJPS adalah

akad:

a. Al-Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal

b. Al-Bai' ma'a al-Wa'd bi al-Syira'

c. Al-Tas-hilctt bi ctl-Taut,siq

Ketentuan Akad al-Muqaradltah bi Dltaman Ra's al-Mul

1. Bank Indonesia sebagai penyedia dana memberikan pembiayaan

kepada Bank Syariah dan Bank Syariah berdasarkan komitmen

(iltizam)-nya wajib mengembalikan dana tersebut pada waktu yang

ditentukan.

2. Bank Syariah menyerahkan kepada Bank Indonesia agunan yang

berkualitas tinggi dan mudah dicairkan berupa Surat Berharga

Syariah danlatau Aset Pembiayaan.

3. Pernbagian hasil dari kegiatan usaha Bank Syariah dinyatakan dalam

nisbah.

4. Besaran nisbah dan waktu pembayaran bagi hasil didasarkan pada

ketentuan yang berlaku.

5. Bank Indonesia dapat memberikan batasan khusus kepada Bank

Syariah selaku penerima dana (muqaradhah muqayyadah).

6. Bank Indonesia dapat rnengenakan biaya administrasi (al-taklifat

al- idariyah) atas fasilitas PLJPS.

7. Bank Indonesia dapat meminta kepada Bank Syariah yang

rnenga.i ukan permohonan PLJPS untuk:

a. membuat komitrnen atau kesanggupan (iltizam) mengembalikan

seluruh dana yang diterimanya, dan

b. menyampaikan perkiraan keuntungan pembiayaan yang sedang

berjalan selama masa PLJPS.

Ketentuan Akrrl Al-Bai' ma'a ul-LVa'd bi al-Syiru'

l. Barrk Indonesia sebagai penyedia dana memberikan pembiayaan

kepada Bank Syariah dengan cara membeli Surat Berharga Syariah

yang dirniliki Bank Syariah, dan Bank Syariah menjual Surat

Berharga Syariah tersebut kepada Bank Indonesia.

2. Keuntungan atau kerugian serta hak dan akibat hukr-rm lain yang

melekat pada SBS rnenjadi hak Bank lndonesia sebagai pemilik

SBS.

3. Bank Syariah berjanji Qua'd) akan membeli kembali Surat Berharga

Syariah tersebut pada waktu yang ditentukan.

4. Bank lndonesia berjanji (wa'd) akan menjual kembali Surat

Berharga Syariah tersebut pada waktu yang ditentukan.

Dev,an Syariah Nasional-Majel i.s (Jl ama Indonesio



109 Pembiayaan Likuidita,s Jangka Pendek Syariah I I

5. Hargajual beli Surat Berharga Syariah didasarkan pada kesepakatan

para pihak atau ketentuan yang berlaku.

6. Bank Indonesia dapat mengenakan biaya administrasi (al-taklifat

al-idariyah) atas proses fasilitas PLJPS.

7. Besaran biaya dan waktu pembayaran didasarkan pada ketentuan

yang berlaku.

Keenam : Ketentuan Akad Al-Tas-hilat bi al-Tautsiq

l. Bank Indonesia sebagai penyedia dana memberikan pembiayaan

kepada Bank Syariah dan Bank Syariah wajib mengembalikan dana

tersebut pada waktu yang ditentukan.

2. Atas penerimaan pendanaan tersebut, Bank Syariah menyerahkan

kepada Bank Indonesia agunan yang berkualitas tinggi dan mudah

dicairkan berupa Surat Berharga Syariah danlatau Aset Pembiayaan.

3. Bank Indonesia tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan atas

pembiayaan yang diberikannya.

4. Bank Indonesia dapat mengenakan biaya administrasi (al-taklifat

al- idariyoh) atas fasilitas PLJPS.

5. Bank Indonesia dapat mengenakan jasa penatausahaan dan

penyirnpanan agunan (taklifat al-idarah wa khadamat al-hifzh).

6. Besaran biaya dan jasa pada angka 4 dan angka 5, sefta waktu

pembayarannya didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Ketujuh : Ketentuan Khusus Terkait PLJPS

I . Bank lndonesia boleh rnenetapkan syarat-syarat PLJPS kepada Bank

Syariah.

2. Dalarn hal PLJPS menggunakan akad yang disertai agunan, Bank

Indonesia dapat meminta agunan tambahan.

3. Apabila agunan tidak mencukupi untuk mernenuhi kewajibannya,

Bank Syariah perrerima PLJPS tetap harus memenuhi kewajiban

tersebut secara penuh.

4. Surat Berharga Syariah dan Aset Pembiayaan milik Unit Usaha

Syariah dapat digunakan sebagai agunan oleh Bank Umum

Konvensional atas fasilitas PLJP dengan ketentuan bahwa

kedudukannya sebagai alternatif agunan terakhir sesuai klasifikasi

aset.

5. Dalam hat Bank Syariah penerima PLJPS tidak melaksanakan

kewajibannya, Bank Indonesia dapat rnemberikan sanksi berupa

gharantah maliyah sesuai ketentuan yang berlaku.
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Kedelapan : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan

syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

: .lakarta

: 20 JumadilAkhir 1438 H

17 Februari 2017 M

Ketua,

DR. K.H. MA'RUF AMIN
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